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2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Agensi 
Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak 
pemberi kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan 
(agent). Luayyi (2010) menyebutkan bahwa dalam teori agensi atau 
keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya 
dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama 
perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga 
kadang kala manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan 
tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan banyak pihak.  
Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja 
antara principle yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang 
diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (agent) 
memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan 
kepada pemilik perusahaan (principle) karena manajer dianggap lebih 
memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun 
terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang 
sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer 




ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara 
pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai 
masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan 
investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi 
ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi 
yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Menurut Samuelson et al (2001) 
asimetris informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat 
disebabkan oleh dua faktor, yaitu:  
1. Adverse Selection 
Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan 
informasi yang dimiliki pihak principle dengan pihak agent. 
Perbedaan informasi yang dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada 
salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Misalnya 
agent memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan 
perusahaan kepada principle. Akibatnya principle merasa tidak yakin 
dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya jika dibandingkan 
antara informasi yang diberikan agent dengan keadaan perusahaan 
yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi 




2. Moral Hazard 
Moral hazard mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan 
yang dilakukan oleh agent yang tidak sesuai dengan perjanjian atau 
kontrak yang disepakati antara principle dan agent. Hal ini bias 
disebabkan karena adanya kegiatan agent yang tidak sesuai dengan 
harapan principle sehingga agent dapat melakukan manipulasi atau 
tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Moral hazard biasanya 
dilakukan demi keuntungan pribadi bagi agent. 
Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat 
mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, 
salah satunya dalah kebijkan perusahaan mengenai pajak perusahaan. 
Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan self assessment 
system memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung 
dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat 
memberikan kesempatan bagi agent untuk memanipulasi pendapatan 
kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang 
ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak agent 
karena adanya asimetris informasi dengan pihak principle sehingga 
agent dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan 




Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan agent 
terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu 
dengan mengevalusi hasil laporan keuangan perusahaan dengan 
menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan 
agresivitas pajak yang mungkin dilakukan agent. Sebuah perusahaan 
tergolong besar jika memiliki total aset yang besar pula. Total aset 
perusahaan dapat bertambah atau meningkat seiring dengan besarnya 
laba yang dihasilkan perusahaan. Total aset juga terus bertambah 
mengikuti semakin besarnya liabilitas dan ekuitas perusahaan karena 
mengharuskan adanya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan 
ekuitas. Semakin besar laba yang dihasilkan berarti semakin besar pula 
pendapatan kena pajak dan semakin besar pajak yang seharusnya 
dibayarkan namun bisa saja agent melakukan manipulasi sehingga 
harus membandingkan Net Profit Margin (NPM) dalam perusahaan 
dengan Net Profit Margin (NPM) dari industri perusahaan. 
2.1.2 Teori Legitimasi 
Menurut Ratmono dan Sagala (2015: 11), teori legitimasi 
didasarkan pada adanya fenomena kontrak sosial antara sebuah organisasi 
dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut 
seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah 
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masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai 
aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat.  
Sedangkan menurut Gray, et al (1996) dalam Arisinta (2013), 
teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang 
berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), 
pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Hadi dam Mangoting 
(2011) menyatakan bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai 
sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang 
diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, 
legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi 
perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).  
Hadi (2011) menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan 
hendaknya sesuai dengan nilai social lingkungannya. Lebih lanjut 
dinyatakan bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh 
dukungan legistimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus 
sesuai (congruence) dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan 
aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.  
Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi 
sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori 
legitimasi adalah hal yang paling penting bagi organisasi. Batasan-
batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta 
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reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku 
organisasi dengan memperhatikan lingkungan.  
Aktivitas CSR dilakukan perusahaan untuk menunjukkan sistem 
nilai perusahaan telah selaras dengan sistem sosial dimana perusahaan 
tersebut beroperasi. Berdasarkan teori ini dapat diajukan argumen bahwa 
pengungkapan CSR dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi 
dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan 
perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat 
meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan 
organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga 
memperhatikan hak publik (Ratmono dan Sagala, 2015).  
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
CSR yang dilakukan perusahaan dan diungkapkan dalam laporan 
tahunannya dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk memenuhi 
harapan-harapan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan adanya 
kegiatan CSR, perusahaaan dapat memberikan kontribusi positif kepada 
masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima baik keberadaan 
perusahaan di lingkungannya.  
Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah 
melalui pemerintah. Perusahaan bisa bertanggungjawab sosial kepada 
masyarakat melalui pemerintah dengan cara membayar beban pajak 
sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak melakukan penghindaran pajak. 
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Karena dana pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan 
tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan 
umum (Yoehana, 2013).  
Agresivitas pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang 
tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. Oleh karena itu 
agresivitas pajak tidak sesuai dengan prinsip CSR yang dilakukan 
perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 
2.1.3 Teori Stakeholder 
Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas 
yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus 
mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, 
kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak 
lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi 
oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut 
(Ghozali dan Chariri, 2007).  
Perusahaan akan berupaya memuaskan stakeholder yang memiliki 
andil mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, 
salah satunya yaitu investor yang memiliki power berupa kemampuan 
untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal) 
(Ghozali dan Chariri, 2007).  
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki 
tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk 
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mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak 
tindakan mereka. Manajemen seharusnya tidak hanya mempertimbangkan 
pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga siapa 
saja yang dipengaruhi oleh keputusan bisnis (Yoehana, 2013).  
Gray, et al (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan 
bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan 
stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas 
perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful 
stakeholder maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.  
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa menurut 
teori stakeholder perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua 
pihak yang terkena dampak dari kegiatannya. CSR merupakan salah satu 
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada semua stakeholdernya.  
Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu stakeholder 
perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan 
kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti 
semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, 
dan tidak melakukan tindakan pajak agresif karena dianggap tidak 





2.1.4 Pengertian Pajak 
Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan 
dalam APBN. Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 
2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 
1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 
1 berbunyi : 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.” 
Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan 
gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan 
tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya 
berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut 
mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi 
pajak yang dikemukakan oleh para ahli:   
1) Dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (Achmad Tjahjono,2000)  
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan 
kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan 
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Undangundang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 
2) Dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat  
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada 
kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.  
3) Dikemukakan oleh Andriani (Waluyo, 2002)  
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 
yang menyelenggarakan pemerintahan. 
 
 
4) Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam Achmad Tjahjono (2000) 
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 
Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” 
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digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama 
untuk membiayai “public investment”. 
  Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang 
dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, 
untuk menutupi belanja pemerintah. 
Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Negara yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang dengan tidak 
mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
2.1.5 Agresivitas Pajak 
Definisi tindakan agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) 
adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak 
melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong 
atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Ridha dan Martani (2014) 
agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan 
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari 
aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Sedangkan Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak 
adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau 
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menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan 
yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam 
peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan 
celah yang ada namun masih di dalam grey area. 
Berdasarkan pendapat Frank et al, Ridha dan Martani, dan Hanlon 
dan Heitzman dapat disimpulkan agresivitas pajak adalah suatu tindakan 
atau strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak 
perusahaan dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan 
perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum atau loop-holes. 
Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan 
persepsi antara satu pihak dengan pihak lain. Kondisi ini menjadi peluang 
wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan 
kelemahan hukum sebagai argument pembenaran atas penggelapan pajak. 
Menurut Hidayanti (2013) terdapat keuntungan dan kerugian dari 
tindakan agresivitas pajak. Keuntungan dari melakukan agresivitas pajak, 
yaitu : 
a. Penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, 
sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam 
perusahaan menjadi lebih besar. 
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b. Secara langsung maupun tidak langsung manajer mendapatkan kompensasi 
atau bonus dari pemilik/pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak 
yang dilakukan. 
Sedangkan kerugian dari tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah : 
a. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus 
pajak. 
b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, yang 
menyebabkan turunnya harga saham perusahaan.  
Keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak ini 
membuat manajer sebagai pembuat keputusan perusahaan harus 
memperhitungkan tindakan yang diambilnya. Bila keputusan yang diambil 
oleh manajer menyebabkan kerugian, maka dapat menyebabkan konflik 
antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajer. Semakin 
buruk konflik antara kedua pihak ini membawa dampak buruk terhadap 
perusahaan, konflik ini dikenal dengan namaagency problem (Hidayanti, 
2013). 
Salah satu cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan 
agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi Effective Tax Rates 
(ETR). Effective TaxRates (ETR) pada dasarnya adalah sebuah besaran 
tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan.Lanis dan Richardson (2012) 
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menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak 
digunakan pada penelitian terdahulu.Semakin rendah nilai ETR yang 
dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.ETR 
yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil 
nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak. 
2.1.6 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Corporate  Social Responsibility  adalah  cara  perusahaan  dalam  
mengelola  aktivitas  bisnisnya  baik secara sebagian maupun secara 
keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan  (Hadi, 
2011).  Crowther (2008)  mengatakan bahwa CSR adalah perhatian  
terhadap  atau  hubungan  antara  perusahaan  global,  pemerintahan,  dan 
masyarakat. 
Perusahaan  pada  saat  ini  seharusnya  tidak  hanya  berorientasi  
pada  hal menghasilkan  banyak  uang  untuk  menguntungkan  bagi  
perusahaan  dan  pemilik (single  bottom  line)  tetapi  juga  harus  
memperhatikan  aspek  lain  yang  sesuai dengan konsep  triple bottom 
line  dimana perusahaan harus memperhatikan aspek keuangan, sosial dan 
lingkungan. 
Menurut  Suharto  (2010)  CSR  adalah  kepedulian  perusahaan  
yang menyisihkan  sebagian  keuntungannya  (profit)  bagi  kepentingan  
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pembangunan manusia  (people)  dan  lingkungan  (planet)  secara  
berkelanjutan  berdasarkan prosedur  (procedure)  yang tepat dan 
professional. Sedangkan menurut Wahyudi  (2015)  CSR  adalah  
keyakinan  tentang  tindakantindakan  yang  dianggap  benar  yang  
mempertimbangkan  tidak  hanya  masalah ekonomi tetapi juga masalah 
sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain dari tindakan-tindakan 
perusahaan. 
Definisi  CSR  yang  dikemukakan  oleh  World  Bank  yang  
memandang CSR  sebagai  komitmen  perusahaan  untuk  berkontribusi  
terhadap  bekerjanya pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  
dengan  karyawan  dan  perwakilan mereka  dalam  komunitas  setempat  
dan  masyarakat  secara  luas  untuk meningkatkan  kualitas  hidup,  
dengan  cara  yang  baik  dimana  baik  untuk  dunia usaha dan juga untuk 
pembangunan. 
Business Actions for Sustainable Development (BASD) yang 
sebelumnya bernama  World  Business  Council  for  Sustainable  
Development (WBCSD) mengintegrasikan  dan  menempatkan  CSR  
dalam  konteks  pembangunan berkelanjutan. Elemen utama CSR 
mencakup diantaranya hak asasi manusia, hak-hak  pekerja,  perlindungan  
lingkungan,  relasi  dengan  pemasok,  keterlibatan masyarakat, hak-hak 
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stakeholder  dan memonitoring serta assessment  kinerja CSR (Suharto, 
2010). 
Di Indonesia  corporate social responsibility  atau tanggung jawab 
sosial sudah  diatur  dalam  Undang-undang  No.  40  Tahun  2007  
Tentang  Perseroan Terbatas  pada  pasal  74  yang  berbunyi  “Perseroan  
yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  
dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan”. 
Menurut  Effendi  (2007),  ada  beberapa  manfaat  bagi  
perusahaan dalam mengimplementasikan CSR, antara lain: 
1. Keberadaan  perusahaan  dapat  tumbuh  dan  berkelanjutan.  Selain  
itu, perusahaan juga mendapatkan citra/nilai  (image)  yang positif dari 
masyarakat luas. 
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). 
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia  (human 
resources)yang berkualitas.  
4. Perusahaan  dapat  meningkatkan  pengambilan  keputusan  pada  hal-
hal  yang kritis  (critical  decision  making)  dan  dapat  mempermudah  
pengelolaan  manajemen resiko (risk management). 
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Dari  beberapa  penjelasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  
bahwa pengertian CSR adalah tanggung jawab sebuah perusahaan atau 
sebuah organisasi terhadap  dampak-dampak  dari  keputusan  dan  
kegiatannya  pada  masyarakat  dan lingkungan  yang  diwujudkan  dalam  
bentuk  perilaku  yang  sejalan  dengan pembangunan berkelanjutan. 
2.1.7 Likuiditas  
Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang 
memadai untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  kewajiban  yang  akan  jatuh  
tempo  serta kemampuan  untuk  membeli  dan  menjual  asset  dengan  
cepat  (Adisamartha  dan Noviari,  2015).  Perusahaan  dengan  rasio  
likuiditas  yang  tinggi  menunjukkan kemampuan  perusahaan  untuk  
memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya,  yang menandakan perusahaan  
dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset 
yang dimilikinya jika diperlukan (Suyanto, 2012). Perusahaan yang 
memilki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid.Masalah  
likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam suatu perusahaan  
yang relatif sulit dipecahkan (Suyanto, 2012). 
Menurut  Suyanto  dan  Supramono  (2012)  likuiditas  sebuah  
perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak 
perusahaan. Dimana jika sebuah  perusahaan  memiliki  tingkat  likuiditas  
yang  tinggi,  maka  bisa digambarkkan bahwa arus kas perusahaan 
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tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya  perputaran  kas  yang  baik  
maka  perusahaan  tidak  enggan  uuntuk membayar seluruh 
kewajibannya termasuk  membayar pajak sesuai dengan aturan atau 
hukum yang berlaku. 
2.1.8 Leverage  
Bambang (2001) mendifinisikan leverage sebagai penggunaan aset 
atau dana yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya 
tetap. Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana 
pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat 
menggambarkan resiko keuangan perusahaan. Menurut Yulfaida leverage 
merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan 
dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan dengan 
leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada 
pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah 
dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri.  
Ardyansyah (2014) menyebutkan karakteristik tingkat perusahaan 
dan hubungan dengan leverage bervariasi sesuai dengan pandangan yang 





1. The tred-off theory 
Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan memilih leverage yang 
optimal setelah membandingkan keuntungan dan kerugian yang akan 
diperoleh dengan dana pinjaman. 
2. The pecking order theory 
Teori ini menyebutkan bahwa tidak ada nilai optimal bagi leverage. 
Biasanya perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan 
menjelaskan informasi secara detail dalam laporan keuangan sebagai cara 
untuk menghindari monitoring cost oleh investor dibandingkan perusahaan 
dengan tingkat leverage rendah (Ardyansyah, 2014). 
Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi 
besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan 
biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak 
sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. 
2.1.9 Manajemen Laba 
Heally  dan  Wahlen  (1999)  dalam  Riahi  dan  Belkaoui  (2006) 
menyatakan  bahwa  Manajemen Laba  (Earnings  Management)  terjadi 
ketika  para  manajer  menggunakan  pertimbangan  mereka  dalam 
pelaporan  keuangan  dan  struktur  transaksi  untuk  mengubah  laporan 
keuangan  dengan  tujuan  untuk  menyesatkan  pemangku  kepentingan 
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mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk  memengaruhi 
hasil-hasil  kontraktual  yang  bergantung  pada  angka-angka  akuntansi 
yang dilaporkan.  
Pihak  manajemen  memiliki  wewenang  untuk  memilih  opsi  dan 
aturan-aturan  yang  diterapkan  dalam  perlakuan  akuntansi.  Melalui 
wewenang  tersebut  memberikan  keleluasaan  bagi  manajemen  dalam 
mengelola  laba  perusahaan  yang  tercantum  dalam  laporan  keuangan 
sesuai  dengan  kepentingannya,  yaitu  memperoleh  insentif  dari  hasil 
kinerjanya yang diukur dari besarnya laba yang dicapai.  
Praktik  manajemen  laba  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan 
motivasi-motivasi pihak manajemen dalam memenuhi sasaran yang ingin 
dicapai  maupun  penggunaan  judgement dalam  penyusunan  laporan 
keuangan.  Tingkat  praktik  manajemen  laba  dalam  perusahaan 
mencerminkan  seberapa  baik  kualitas  laba  yang  dilaporkan  oleh 
perusahaan. Semakin tinggi tingkat manajemen laba akan meningkatkan 
asimetri informasi yang terjadi antara principal dan agen.   
Praktik manajemen  laba dapat dibedakan  menjadi 2  jenis, yaitu:  
a. Manajemen Laba Riil  
Merupakan  praktik  manajemen  laba  yang  dilakukan  dengan 
tujuan  pencapaian  target  laba  dan  menghindari  terjadinya  kerugian 
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dalam  aktivitas  operasional  perusahaan  yang  dapat  dicapai  dengan 
cara:  
1) Manipulasi  penjualan,  bertujuan  meningkatkan  penjualan  pada 
periode  tertentu  sehingga  memberikan  kesan  bahwa  
pencapaian target  penjualan  dan  laba  terpenuhi.  Pada  
umumnya,  praktik manipulasi  penjualan  ini  dilakukan  dengan  
memberikan  diskon penjualan  yang  lebih  besar  maupun  
dengan  memberikan kemudahan  kredit  penjualan.  Praktik  ini  
dapat  memberikan dampak pada penurunan aliran kas perusahaan.  
2) Pengurangan  beban-beban  diskresionari  atau  meminimalkan 
beban-beban  yang  tidak  secara  langsung  berkaitan  dengan 
produksi barang/jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencantumkan 
beban  dengan  jumlah  yang  minimal  sehingga  didapatkan  laba 
yang cenderung lebih besar.  
3) Produksi  yang  berlebihan.  Manajemen  berupaya  meningkatkan 
penjualan dengan harga yang rendah. Untuk menekan harga jual 
tersebut  manajemen  memproduksi  barang  dalam  jumlah  yang 






b. Manajemen Laba Akrual  
Merupakan  praktik  manajemen  laba  yang  dilakukan  
melalui proses  akrual  dimana  laporan  keuangan  dihasilkan.  Angka-
angka dalan  laporan  keuangan  mengandung  komponen  akrual,  
baik diskresioner maupun non-diskresioner. Pendekatan  lain  yang  
digunakan  untuk  merekayasa  dapat dibagi menjadi tiga kelompok 
yaitu:  
1) Memanfatkan  peluang  untuk  membuat  estimasi  akuntansi.  
Cara ini  merupakan  cara  manajer  untuk  memengaruhi  
judgement terhadap estimasi  akuntansi seperti: estimasi tingkat 
piutang tak tertagih,  estimasi  kurun  waktu  depresiasi  aktiva  
tetap  atau amortisasi  aktiva  tetap  tidak  berwujud,  estimasi  
biaya  garansi dan lain-lain.  
2) Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang  
digunakan  untuk  menncatat  suatu  transaksi,  contoh:  mengubah  
metode  depresiasi  aktiva  tetap  dari  metode  depresiasi  angka 
tahun ke metode depresiasi garis lurus.  
3) Menggeser periode biaya atau pendapatan. Hal ini sering disebut 
keputusan  operasional,  misalnya:  rekayasa  periode  biaya  atau 
pendapatan  dengan  mempercepat  atau  menunda  pengeluaran 
untuk  biaya  penelitian  dan  pengembangan  sampai  periode 
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akuntansi  berikutnya,  mempercepat  atau  menunda  pengeluaran 
biaya  promosi  sampai  periode  akuntansi  berikutnya  mengatur 
saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 
2.1.10 Komisaris Independen 
Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat 
memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang 
berkualitas (Annisa, 2012). Komisaris Independen dapat melaksanakan 
fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik 
dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran komisaris 
independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan 
kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen 
maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. (Sari, 2014). 
Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti 
semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris 
independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena 
semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang 
saham pengendali, sehingga kebijakan agresivitas pajak dapat semakin 
rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah presentase dewan 
komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki 
dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, 
sehingga kebijakan agresivitas pajak semakin tinggi. (Pohan, 2008). 
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2.1.11 Ukuran Perusahaan (Size) 
Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan 
yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran 
yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat 
menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan (Nugraha, 2015). 
Cahyono, et al (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai 
skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam 
kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau 
total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan 
jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umunya dibagi menjadi 3 kategori 
yaitu large firm, medium firm and small firm. Tahap kedewasaan 
perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva 
menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka 
waktu yang relatif panjang. 
Menurut Jogiyanto (2000) ukuran perusahaan ditunjukkan melalui 
log total aktiva, dinilai lebih baik karena ukuran perusahaan ini memiliki 
tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya 
dan cenderung berkesinambungan antar periode satu dengan periode 
berikutnya.  
Menurut Dharma dan Ardiana (2016), pengaruh perusahaan dalam 
membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin 
besar asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran 
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perusahaan. Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas 
perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan 
terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset 
besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.  
Muzakki (2015) size atau ukuran perusahaan diartikan sebagai 
sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil 
dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset 
yang dimiliki. Size atau ukuran perusahaan dapat mempengaruhi effective 
tax rates (ETR) sebuah perusahaaan. Semakin besar perusahaan maka 
akan semakin rumit dan kompleks transaksi yang ada didalam 
perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang 
ada untuk meminimalkan ETR mereka.  
Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa perusahaan yang 
lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar 
disbanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan besar 
memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar yang 
memungkinkan untuk mengurangi beban pajak mereka. 
2.2 Pandangan Islam Mengenai Praktik Perpajakan 
a. Dalil pajak dalam Al-Quran 
 ُُهلوُسَرَو ُ َّللَّٱ َم َّزَح اَه َنوُه ِّزَُحي َلََو ِزِخاَءْلٱ ِمَْويْلِٱب َلََو ِ َّللَِّٱب َنُونِهُْؤي َلَ َنيِذَّلٱ ۟اُوِلت ََٰق َلََو ۥ   َنيِد َنُونيَِدي
 َنوُزِغ ََٰص ُْنهَو ٍۢ َدي نَع ََةيْزِجْلٱ ۟اُوطُْعي َٰىَّتَح َب ََٰتِكْلٱ ۟اُوتُوأ َنيِذَّلٱ َنِه ِّقَحْلٱ 
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Artinya : ”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 
tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan 
apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 
dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah 
(Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29). 
Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” (lihat 
kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan 
PT Syaamil Bandung). Walau demikian, tidak semua kitab Al-Qur’an 
menerjemahkan kata “Jizyah” menjadi “Pajak” melainkan tetap Jizyah 
saja, misalnya Kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen  
Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Diponegoro 
Semarang. 
b. Pada Masa Rasulullah 
Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan jizyah, 
yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya 
ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan 
menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya 
jizyah adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa 
yang mampu membayar.Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, 
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orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit 
dibebaskan dari kewajiban ini. 
Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem Kharaj, 
yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah 
Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum 
muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut 
dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separo hasil 
produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang 
ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi.Setelah 
mengurangi sepertiga sebagai konpensasi dari kemungkinan kelebihan 
penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya 
untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa.Dalam 
perkembanganya, kharaj menjadi sumber pemasukan bagi Negara. 
c.  Masa Khulafa Al-rasyidin 
Pada masa khalifah Umar, mengintruksikan kepada gubernur agar 
menarik zakat dari satu kuda yang berniali 20.000 sebesar satu dinar dan 
didistribusukan kepada Fakir miskin serta budak-budak. 
Paska penaklukan Syria, Sawad (Iarak) dan Mesir, pendapatan 
Bait al-Mal meningkat secara subtansial, kharaj dari Sawad mencapai 
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seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj, 
khalifah Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai 
memberikan beban yang melebihi dari kemampuan  penyewa. Khalifah 
Umar menentukan jizyah senantiasa melihat situasi dan kondisi daerah 
yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan Mesir, ditentukan 4 
dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalangan menengah, dan 1 dinar bagi 
orang miskin yang mempunyai penghasilan. Dan mewajibkan kepada 
mereka untuk memberi makan kepada tentara muslim. Kepada penduduk 
Irak, diwajibkan membayar jizyah sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 
dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin yang 
berpenghasilan. 
Khalifah Utsman membuat beberapa perubahan administrasi 
tingkat atas dan pergantian gubernur, untuk menutupi kebutuhan dana 
negara. Hasilnya, ada peningkatan pemasukan dari kharaj dan jizyah yang 
berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat dari 2 juta dinar menjadi 4 
juta dinar, setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada 
Abdullah bin Said. 
Khalifah Utsman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah 
negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dari hasil 
kebijakan ini negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau 
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naik 41 juta dirham jika di bandingkan pada masa khalifah umar yang 
tidak membagi-bagikan tanah tersebut. 
Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan 
sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah 
memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan diadakan sebagai 
bumbu masakan. 
Khalifah Ali, menolak pendapat Khalifah Umar dalam 
pendistribusian Bait al-Mal dengan tidak mendistribusikan seluruh 
pendapatannya, tetapi menyimpan sebagai cadangan. Beliau 
mendistribusikan seluruh pendapatan dan provisi yang ada di Bait al-Mal 
Madinah, Basrah, dan Kufah.Sistem distribusi setiap pekan sekali mulai 
diadopsi.Hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari 
pembayaran.Hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari sabtu 
mulai perhitungan baru.Cara ini sebagai solusi terbaik secara hukum dan 
kondisi negara dalam masa-masa transisi. 
Pada masa khalifah Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih 
tetap sama sebagaimana halnya masa khalifah Umar, pengeluaran untuk 
armada laut dihilangkan, karena sepanjang wilayah pantai Syria, 
Palestina, dan Mesir berada dalam kekuasaan Muawiyah. Khalifah Ali 
mempunyai konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum 
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dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan 
dalam suratnya yang terkenal kepada Malik Asther bin Haris. Surat 
tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban para penguasa, 
penegakan keadilan, pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan 
bendahara. 
Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya 
pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan 
kegiatan.Kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat 
kapitalis maupun lebih-lebih dalam masyarakat sosialis.Sebagai 
konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau 
pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan 
semakin luasnya kegiatan pemerintah itu.Agar supaya biaya bagi 








2.3  Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan komsaris 
independen terhadap agresititas pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya.adapun penelitian terdahulu dapat dilihat melalui tabel di bawah ini: 
No 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 
2.4.1 Corporate Social Responsibility (CSR)  
Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak dalam bentuk usaha 
tetap yang mempunyai kewajiban  untuk  membayar  pajak.  Sebagai  
wajib  pajak, perusahaan  ikut  berkontribusi  dalam  pembangunan  
nasional.  Dari  perspektif masyarakat, perusahaan sudah seharusnya 
membayar pajak kepada negara karena perusahaan  telah  mendapatkan  
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manfaat  atas  penyediaan  barang  publik  (public goods) sehingga 
perusahaan dapat melakukan usahanya dan mendapatkan laba.  
Dalam teori legitimasi dinyatakan bahwa sistem nilai perusahaan 
sejalan dengan  sistem  nilai  dari  sistem  sosial  yang  lebih  besar  
dimana  perusahaan merupakan  bagiannya.  Sistem  nilai  perusahaan  ini  
ditunjukkan  dari  kepatuhan perusahaan  membayar  pajak  dan  tidak  
berupaya  untuk  melakukan  kegiatan agresivitas pajak yang dapat 
merugikan banyak pihak.  
Hal ini didukung oleh teori  stakeholder  dimana fokus perusahaan 
dalam menjalankan  kegiatan  operasinya  harus  mempertimbangkan  
tidak  hanya kepentingan  shareholder  saja, akan tetapi juga harus 
memperhatikan kepentingan masyarakat,  pemerintah,  konsumen,  
supplier,  analis,  dan  lain  sebagainya.  Salah satu cara membina 
hubungan baik dengan  stakeholder  adalah dengan pemerintah dengan  
taat  membayar  pajak.  Hal  ini  karena  penerimaan  negara  melalui  
pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk 
kepentingan rakyat.  
Watson (2011) dalam Yoehana (2013)  menyatakan bahwa 
dampak buruk yang  diperoleh  perusahaan  karena  melanggar  norma  
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sosial  dari  tindakan  agresif pajak  adalah  jumlah  penjualan  yang  turun  
karena  masyarakat  yang  tahu  tentang pentingnya  CSR  memboikot  
produk  perusahaan  tersebut  dan  cenderung  enggan untuk  membeli  
produk.  Lanis  dan  Richardson  (2012)  menyatakan  bahwa perusahaan 
yang melakukan tindakan agresivitas pajak dinilai secara sosial 
tidakmbertanggung jawab oleh publik.  
Hasil penelitian  yang  dilakukan oleh  Lanis dan Richardson 
(2012)  serta Ratmono dan Sagala (2015)  menunjukkan bahwa  corporate 
social responsibility berpengaruh  negatif  terhadap  agresivitas  pajak.  
Perusahaan  yang  rendah  tingkat pengungkapan CSR cenderung lebih 
agresif melakukan berbagai upaya agar dapat meminimalkan jumlah pajak 
yang harus dibayar.  
Namun hal itu berbanding terbalik dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Jessica  dan  Toly  (2014)  yang  menunjukkan  tidak  
adanya  pengaruh  signifikan antara  pengungkapan  corporate  social  
responsibility  terhadap  agresivitas  pajak. Berdasarkan  analisis  dan  
temuan  penelitan  diatas,  maka  hipotesis  penelitian  ini dirumuskan 
sebagai berikut: 





Suyanto  (2012)  menemukan  adanya  pengaruh  likuiditas  
terhadap  tingkat agresivitas  pajak.  Semakin  tinggi  rasio  likuiditas  
perusahaan  menandakan perusahaan  tersebut  dalam  keadaan  yang  
sehat.  Perusahaan  dengan  tingkat  laba yang  tinggi  akan  memiliki  
kenaikan  modal  (aktiva  bersih)  yang  tinggi.  Dengan tingkat  aktiva  
bersih  yang  tinggi,  perusahaan  dapat  menggunakannya  untuk 
meningkatkan  aktiva  lancar  yang  dimilikinya  (Yusriwati,  2012)  dalam 
Adisamartha dan Noviari (2015) . 
Semakin  tingginya  rasio  likuiditas  perusahaan  maka  perusahaan  
akan semakin  berusaha  untuk  mengalokasikan  laba  periode  berjalan  
ke  periode selanjutnya  dengan  alasan  tingkat  pembayaran  pajak  yang  
tinggi  apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio 
likuiditas perusahaan,maka  tindakan  untuk  mengurangi  laba  akan  
makin  tinggi  dengan  alasan menghindari beban pajak yang  lebih tinggi. 
Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan berbanding positif dengan 
tingkat agresivitas pajak perusahaan. 




2.4.3  Leverage  
Rasio leverage menggambarkan keadaan perusahaan dalam 
pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Sistem pendanaan dalam 
perusahaan dapat menimbulkan konflik antara principal dan agen. Ada 
kemungkinan principal tidak menyetujui penambahan pendanaan untuk 
kegiatan perusahaan, sehingga pihak agen memerlukan pendanaan lain 
untuk menutup kekurangan dana tersebut. Salah satu caranya adalah 
dengan melakukan pinjaman atau utang. 
Liu dan Cao (2007) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa 
perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak akan memiliki ETR 
yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat mengurangi 
pendapatan perusahaan sebelum pajak, dan tentunya akan mengurangi 
besarnya pajak yang harus dibayar. Lanis dan Richardson (2007) juga 
menyebutkan hubungan yang negative antara leveragedan ETR. Namun 
keadaan ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memanipulasi besarnya 
biaya bunga agar laba yang diperoleh semakin kecil dan beban pajak yang 
ditanggung semakin kecil pula.Dari penjelasan tersebut maka dalam 
penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 




2.4.4 Manajemen Laba 
Menurut  Scott  (2009)  salah  satu  alasan adanya manajemen laba 
adalah motivasi pajak. Pajak menjadi masalah bagi  perusahaan  karena  
membayar  pajak  berkaitan  langsung  dengan besarnya  laba  bersih  
perusahaan.  Laba  selama  ini  dijadikan  indikator utama  keberhasilan  
manajemen  dalam  mengelola  perusahaan.  Oleh karena  itu,  
manajemen  perusahaan  akan  melaporkan  laba  yang  telah disesuaikan 
dengan tujuannya baik melalui income increasing  maupun income 
decreasing.  
Apabila  tujuannya  adalah  untuk  mengurangi  beban  pajak 
terutang,  manajemen  perusahaan  lebih  mungkin  untuk  mengurangi 
jumlah  laba  yang  dilaporkan  (income  decreasing)  untuk  menurunkan 
pendapatan  kena  pajak,  sehingga  perusahaan  dapat  melakukan 
penghematan  atas  beban  pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh 
Badertscher et. al.(2009) dalam Sari (2014) menunjukan bukti bahwa 
manajemen  laba  dijadikan  alat  bagi  perusahaan  untuk  melakukan 
penghindaran pajak.  
Frank  et.al. (2009)  juga  mengemukakan  adanya  hubungan 
positif  antara  aggressiveness  financial  reporting dan  tax  reporting 
aggressiveness.  Jadi,  apabila  melakukan  pelaporan  keuangan  secara 
agresif,  maka  juga  dilakukan  rekayasa  atas  laporan  pajaknya, 
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begitupun  sebaliknya.  Berdasarkan  uraian  berikut,  maka  dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut:  
H4 :  Manajemen  laba  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak 
2.4.5 Komisaris Independen 
Dewan komisaris merupakan pihak yang mempunyai peranan 
penting dalam mengawasi kinerja direksi. Dewan komisaris independen 
dianggap melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen 
karena bebas dari berbagai kepentingan internal perusahaan. Fama dan 
Jensen (1983) juga menyatakan bahwa komisaris independen dapat 
menjadi pengawas internal bagi manajemen dalam mengambil kebijakan, 
strategi bisnis serta memberikan nasihat kepada direksi. Dimana dengan 
semakin banyaknya jumlah komisaris  independen maka pengawasan yang 
dilakukan terhadap tindakan manajemen akan semakin ketat. 
Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, manajemen bersifat 
oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba 
bersih agar meningkatkan bonus yang akan diterimanya. Salah satu cara 
untuk menigkatkan laba bersih adalah menekan pajak yang harus 
dibayarkan. Hal ini mendorong manajemen melakukan agresivitas pajak 
perusahaan. Perilaku agresif yang dilakukan manajemen dapat membawa 
dampak negatif bagi pemegang saham seperti menurunkan kredibilitas 
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perusahaan jika tindakan tindakan tersebut terdeteksi oleh pihak yang 
berwenang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk mengawasi 
kinerja manajemen.Melalui peranan dewan komisaris dalam melakukan 
fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan, diharapkan proporsi 
komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif untuk 
mencegah perilaku agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh 
manajemen. 
Dari penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini diajukan 
hipotesis sebagai berikut: 
H5 : Komisaris Independen berengaruh terhadap Agresivitas Pajak 
2.4.6 Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana 
perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, 
salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. 
Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki 
perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan 
semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan 
produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya 
mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.  
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Perusahaan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk 
perencanaan pajak yang biak dengan mempraktikan akuntansi yang 
efektif untuk menurunkan ETR perusahaan. Aset yang dimiliki 
perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset 
yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Namun 
setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi 
laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga 
akan berkurang seiring dengan penyusutan tersebut. Lanis dan 
Richardson (2007) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa 
semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang 
dimiliki perusahaan tersebut.  
Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya yang 
menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 
kecil ETR, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar ukuran 
perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak 
karena semakin kecil ETR disebabakan oleh kecilnya beban pajak yang 
dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. 
Agresivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki 
ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan 











Dari penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis 
sebagai berikut: 
H6 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas 
Pajak 
2.5 Model Penelitian 
Untuk mengetahui hubungan variabel Independen dan Dependen 














Corporate Social Responsibility 
(X1) 
Likuiditas  (X2) 
Leverage    (X3) 
Agresivitas Pajak    (Y) 
Manajemen Laba  (X4) 
Komisaris Independen (X5) 
Ukuran Perusahaan    (X6) 
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Dari bagan yang tersajikan diatas, terlihat bahwa corporate social 
responsibility, likuiditas, leverage,  manajemen laba, komisaris 
independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap 
Agresivitas Pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
